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BUPATI KAIMANA

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
berbasis kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada satuan Organisasi Perangkat Daerah
untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna
dan berhasil guna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
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Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian



Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah
Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG ANALISIS JABATAN,

DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kaimana.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten
Kaimana.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan
Kelurahan.

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaimana
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kaimana.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan
jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang
jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan
menggunakan metode tertentu;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri
sipil dalam suatu organisasi Negara.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi
jabatan.

Informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa
uraian jabatan dan peta jabatan.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang pegawai
negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk
kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka
kredit.

Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan
atau PD.

Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu
dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak
disyaratkan dengan angka kredit.

Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari
keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1
(satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari
tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang
bersangkutan.

Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang
dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja
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menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja
dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan
berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12
(dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas
dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan,
mengapa  harus dikerjakan, dan  bagaimana cara
mengerjakannya.

Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar
penggajian.

Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau
dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan
merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan
dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi
dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan,
pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan
kekuatan fisik.

Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan
secara vertikal maupun horizontal menurut struktur
kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta
persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan
yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Uraian Jabatan adalah wuraian tentang informasi dan
karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan,
unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja,
perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian
tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan
tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan
syarat jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
ANALISIS JABATAN

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh
informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat;

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan



PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaiamana yang
digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah
pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN

Pasal 4

(1) Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :

perencanaan kebutuhan PNS;
rekrutmen calon PNS;
penempatan PNS;
pengendalian PNS;

pendidikan dan pelatihan PNS;
pengembangan PNS; dan
kesejahteraan PNS.

oo Q0o

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
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BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah
menjadi informasi jabatan, meliputi:

nama jabatan;
kode jabatan;
unit organisasi;
kedudukan dalam struktur organisasi;
ikhtisar jabatan;
syarat jabatan;
uraian tugas;
bahan kerja;
perangkat/alat kerja;
tanggung jawab /hasil kinerja;
wewenang;
kolerasi jabatan;

. kondisi lingkungan kerja;
resiko bahaya;
syarat jabatan lain;
prestasi yang diharapkan; dan
kelas jabatan.

2T OBE T FTI PR MO R0 T

Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana
sesuai dengan beban kerja jabatan,;

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;



(2)

(4)

Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Bagian  Organisasi melaksanakan  monitoring terhadap
pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan Dan Analisis
Beban Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kaimana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan;

Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis
Jabatan Dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari
informasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kaiamna dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Bagian Organisasi;

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan
perangkat Daerah terkait;

Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kaimana.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8
Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pemerintah

Kabupaten Kaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI KAIMANA
CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 276

Salinan sesuai dengan aslinya

: ‘ GYAN HUKUM DAN HAM

SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008



